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Abstrak

Media massa memiliki kemampuan untuk menjadi alat kekuasan
yang efektif. Karena sebarannya yang luas, media mampu
menyampaikan pesan-pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi
massa. Persebaran wacana dan ideologi mampu diinternalisasikan
kepada masyarakat secara efektif. Media massa yang seharusnya tidak
boleh didominasi oleh sekelompok kepentingan yang mengontrol.
Namun pada akhirnya demi kepentingan bisnis dan politis terjadi
praktik konglomerasi media yang dikuasai oleh para oligark media.
Kepemilikan beberapa media yang terkonsentrasi pada satu elite
tertentu, dan membentuk oligarki media dapat dijadikan alat politik
oleh para elit politik untuk mencapai ambisinya. Oligarki-oligarki
media yang terkooptasi oleh elit politik dapat mengancam tugas luhur
media sebagai pengemban kepentingan publik. Melalui media massa,
para oligark media mempraktikkan hegemoni dengan penyebaran
wacana dan ideologi yang dianggap benar oleh penguasa.

Abstract

The mass media has the ability to be an effective power tool.
Because of its wide distribution, the media is able to convey messages
aimed at influencing the masses. The spread of discourse and ideology
can be internalized effectively to the community. The mass media
should not be dominated by a group of controlling interests. However,
in the end for the sake of business and political interests, the practice of
media conglomerates is dominated by media oligarchs. The ownership
of several media concentrated in one particular elite, and forming a
media oligarchy can be used as a political tool by political elites to
achieve their ambitions. Media oligarchies co-opted by political elites
can threaten the sublime task of the media as carrying out the public
interest. Through mass media, media oligarchs practice hegemony by
spreading discourses and ideologies that are considered right by the
authorities.
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A. Pendahuluan

Komunikasi massa adalah

komunikasi dari seseorang atau sekelompok

orang melalui alat pengirim (media) kepada

para khalayak atau pasar (Sobour, 399 :

2016). Komunikasi massa dalam praktiknya

adalah penyebaran informasi melalui media

massa, seperti televisi, radio, surat kabar,

media sosial internet yang mampu

menyebarkan informasi secara luas kepada

masyarakat. Informasi dalam proses

komunikasi massa tersebar secara serempak

ke seluruh radius jangkauan media massa

yang digunakan. Kelengkapan peralatan

teknis sangat menentukan tersebarnya

informasi.

Mempelajari komunikasi massa tidak

sekedar memahami bagaimana penyebaran

informasi melalui media massa, namun lebih

jauh aspek kekuasaan juga menyertainya.

Kekuasaan memerlukan kamampuan untuk

mempengaruhi pihak yang dikuasai agar

sejalan dengan apa yang diinginkan pihak

yang berkuasa. Setiap kekuasaan memiliki

kepentingan untuk mengontrol masyarakat

dengan wacana-wacana yang mendukung

pelanggengan kekuasaan. Dalam kekuasaan

tersebut ada ideologi yang dianut dan

menjadi representasi mental. Yang mana

kekuasaan menghendaki ideologi tersebut

dianut oleh segenap pihak yang dikuasai.

Ideologi menjadi prinsip kognisi sosial

dalam suatu kelompok. Yang mana media

memiliki kemampuan untuk hal itu. Karena

sebarannya yang luas, media mampu

menyampaikan pesan-pesan yang bertujuan

untuk mempengaruhi massa. Persebaran

wacana dan ideologi mampu

diinternalisasikan kepada masyarakat secara

efektif.

Hal inilah yang menunjukkan

kekuatan penting media dalam kekuasaan,

yang mana barang siapa menguasai akses-

akses media massa, niscaya ia akan

menguasai arena kekuasaan, baik politik

maupun kultural. Tulisan ini mencoba

membahas perihal kepemilikan media

massa, yang memiliki posisi penting dalam

kuasa wacana dalam masyarakat. Kuasa

media ini pada praktiknya mengarah kepada

konglomerasi media, dan menjadikan media

massa sebagai alat hegemoni baik secara

politik dan kultural dengan agenda-setting.

Kepemilikan Media Massa

Media massa dapat diklasifikasikan

berdasarkan kepemilikannya. Kepemilikan

di sini merujuk pada siapa yang memiliki

otoritas kontrol terhadap media massa,

maupun kepemilikan secara formal.

Kepemilikan media dalam hal ini mengacu

pada pengelolaan institusi media massa yang

berkaitan dengan kepemilikan, pendanaan,
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dan manajerial. Dalam pembahasan ini

penulis akan mengklasifikasikan media

massa berdasarkan kepemilikannya.

Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

B. Hasil dan Pembahasan

1. Media Massa Publik

Media massa publik merupakan

media komunikasi massa yang di bawah

kewenangan langsung oleh pemerintah.

Di Indonesia, media massa publik diatur

dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

tentang penyiaran. Dalam Pasal 13 ayat

(2) huruf a disebutkan bahwa lembaga

penyiaran yang berbentuk badan hukum

yang didirikan oleh negara, bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan

berfungsi memberikan layanan untuk

kepentingan masyarakat.

Media massa publik di Indonesia

contohnya adalah TVRI dan RRI, yang

dalam praktiknya lembaga ini memiliki

biro-biro resmi dari tingkat pusat

sampai ke daerah sebagai perwakilan

resmi lembaga penyiaran pemerintah.

Secara manajerial ditunjuk langsung

oleh pemerintah, sehingga sumber

informasi pada media massa publik ini

adalah pejabat resmi pemerintah. Tema

siaran dipilih berdasarkan keinginan

pemerintah dan norma-norma yang

berlaku dengan sensor yang ketat, serta

dengan penggunaan bahasa yang formal

dan kaku.

Penyusunan materi sangat

tergantung pada keputusan manajemen.

Materi siaran berorientasi pada

kepentingan masyarakat dari berbagai

kalangan dengan jangkauan yang luas.

Materi siaran dalam lembaga publik di

Indonesia diatur dalam Undang-Undang

dengan ketentuan; materi wajib

mengandung informasi, pendidikan,

hiburan, dan manfaat untuk

intelektualitas, watak, moral, kemajuan,

kekuatan bangsa, menjaga persatuan

dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-

nilai agama dan budaya Indonesia.

Kemudian 60% dari materi siaran harus

berasal dari dalam negeri, dan

menjamin perlindungan dan

pemberdayaan pada khalayak. Materi

siaran diisyaratkan harus netral, dan

tidak diperkenankan memuat pesan

kebencian, kebohongan, kekerasan, dan

hal-hal lain yang dianggap

menyimpang. Media massa publik

memiliki fungsi yang positif ketika

dipraktikkan di negara dengan iklim

demokrasi yang sehat. Namun

sebaliknya di negara-negara non-
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demokrasi justru menjadi corong

penguasa, yang menjadikannya sebagai

alat untuk propaganda dan doktrin serta

pelanggengan kekuasaan.

Sumber pendanaan media massa

publik berasal dari subsidi pemerintah,

dibiayai secara langsung oleh

pemerintah melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara maupun

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Selain itu media massa publik

juga menerima sumbangan dari

masyarakat, iklan yang bersifat terbatas.

2. Media Massa Swasta

Media massa swasta adalah saluran

komunikasi massa yang dimiliki oleh

seseorang atau kelompok yang

digunakan untuk menyebarkan pesan

kepada khalayak. Di Indonesia, media

massa publik diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf b disebutkan

bahwa lembaga penyiaran swasta adalah

lembaga penyiaran yang bersifat

komersial berbentuk badan hukum

Indonesia, yang bidang usahanya hanya

menyelenggarakan jasa penyiaran radio

dan televisi.

Media massa swasta di Indonesia

contohnya adalah SCTV, RCTI,

Indosiar, Trans TV, Net TV, Radio

Prambors, dan lain-lain. Kerena bersifat

komersial dan berorientasi pasar, maka

meteri ditentukan oleh rating

(peringkatan) yang diperoleh dari hasil

survey. Selanjutnya dikelola

berdasarkan selera pasar dengan

kreativitas manajerial. Tentunya hal ini

mengarah pada orientasi pasar dengan

segmentasi yang menjadi objek sasaran.

Sumber informasi bisa diperoleh dari

sumber resmi, pejabat pemerintah,

tokoh masyarakat, ataupun selebritis.

Materi siaran lebih memiliki kebebasan

yang luas. Pakem dan dialek, gaya

bahasa lebih mengikuti gaya

metropolitan. Seperti contoh di

Indonesia cenderung berkiblat pada

gaya dialek Jakarta.

Lebih lanjut mengenai kontrol media

massa swasta berada di tangan pemilik

dan pemodal, karena berbadan hukum

swasta yang membuka kesempatan

pihak lain untuk turut serta

mengelolanya. McQuail (2002)

menyebutkan bahwa keputusan strategis

diambil oleh pemiliki atau badan

kepemilikan, sementara editor dan

pembuat keputusan lain dibiarkan bebas

untuk mengambil keputusan profesional

mengenai konten yang merupakan
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wilayah keahlian mereka. Di beberapa

situasi dan negara, terdapat pengaturan

lembaga perantara yang dirancang

untuk menjaga integritas kebijakan

editorial dan kebebasan jurnalis.

Dengan kata lain profesionalisme, kode

etik, reputasi publik (karena media

selalu di bawah pengawasan publik),

dan logika bisnis seharusnya

menyelesaikan masalah yang berkaitan

dengan pengaruh pemilik (McQuail,

2011;255).

Sumber pendanaan media massa

swasta berasal dari pemodal seperti

iklan maupun sumber usaha

pembiayaan lain yang sah. Karena

beroerintasi komersial, maka khalayak

sebagai konsumen merupakan

instrumen yang paling penting dalam

hal sumber pendanaan. Media massa

swasta merupakan lahan bisnis yang

cukup menggiurkan, karena pemodal

besar terlibat di dalamnya. Media massa

swasta memiliki akses kepada khalayak

dengan sumber modal alat persebaran

informasi. Dengan sumber daya yang

dimiliki media massa swasta menjual

pasar iklan kepada pengiklan. Selain

menjual pasar iklan sebagai sumber

pendanaan, media massa juga bisa

menjual produk media tersebut semisal

surat kabar cetak yang ditarif dengan

biaya beli kepada konsumen. Media

massa akan berkompetisi menarik minat

pengiklan maupun konsumen sebesar-

besarnya dengan logika pasar.

Kondisi yang dialami media massa

swasta memiliki fungsi yang positif

ketika dipraktikkan di negara dengan

iklim demokrasi yang sehat, yakni peran

sebagai penyeimbang. Namun isu

pluraritas kepemilikan menjadi masalah

terutama mengenai monopoli kontrol,

serta ketergantungan terhadap iklan

yang menyempitkan independensi dari

media massa yang bersangkutan, dan

kepentingan-kepentingan pihak-pihak

tertentu yang mengiringinya. Tema ini

lebih lanjut akan dibahasa pada sub bab

berikutnya.

3. Media Massa Komunitas

Media massa komunitas muncul

karena situasi di mana tidak semua

masyarakat dapat mengakses dan

menjangkau siaran yang ada dan

masyarakat memiliki hak

berkomunikasi membutuhkan informasi

yang benar. Oleh karenanya dibutuhkan

maedia massa yang mampu memenuhi

kebutuhan komunitas. Di Indonesia,

media massa komunitas diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia
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Nomor 32 Tahun 2002 tentang

penyiaran. Dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf c disebutkan bahwa lembaga

penyiaran komunitas adalah lembaga

penyiaran yang berbentuk badan hukum

Indonesia, didirikan oleh komunitas

tertentu, bersifat independent, dan tidak

komersial, dengan daya pancar rendah,

luas jangkauan terbatas, serta untuk

melayani komunitasnya.

Media massa komunitas dikelola

berdasarkan azas musyawarah, sehingga

inisiatif penyusunan konten berasal dari

hasil diskusi dan kesepakatan bersama

anggota komunitas. Konten berorientasi

pada kepentingan dan kebutuhan

anggota komunitas, sehingga

keberagaman tema juga bergantung

pada hal tersebut. Sumber informasi

tidak harus berasal pejabat resmi

pemerintah, bisa juga dari masyarakat

biasa seperti petani, buruh, tokoh

informal, serta orang miskin. Fungsinya

adalah untuk menjadi media

komunikasi, informasi, pendidikan,

menjembatani dialog antar anggota

komunitas, pengawasan dan kontrol,

serta menyuarakan mereka yang tidak

bisa bersuara. Media ini lebih

menempatkan anggota komunitas

sebagai pelaku utama, sehingga kontrol

media selain pihak berwenang juga

anggota masyarakat komunitas dan

dewan penyiaran dari komunitas

tersebut.

Sumber pendanaan media massa

komunitas berasal dari swadaya

masyarakat; sumbangan, hibah, dan

sponsor yang tidak mengikat. Karena

tidak beroerintasi profit maka media

massa komunitas tidak menerima

sumber keuangan dari iklan, kecuali

iklan layanan masyarakat. Oleh

karenanya kontribusi dan partisipasi

anggota komunitas sangat dibutuhkan

untuk keberlangsungan media massa

komunitas ini.

Dari pembahasan di atas tentang

ketegori kepemilikan media massa dapat

kita fahami secara ringkas dari tabel

perbandingan antarmedia di bawah ini :

Media
Massa
Publik

Media
Massa
Swasta

Media
Massa

Komunita
s

Peny
usuna

n
Konte

n

Pengelol
a
berdasar
kan
keputusa
n
manajem
en

Pengelola
berdasarka
n hasil
rating
(peringkat)
daro
surveyor
dan juga
selera/kreat

Pengelola
berdasarkan
hasil diskusi
dan
kesepakatan
bersama
komunitasny
a



Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi) Vol. 4. No. 2. Oktober 2019
e-ISSN:2502-8294 Hal: 49-61

55Kuasa Media Dalam Komunikasi Massa

ivitas para
pengelola

Orien
tasi

konte
n

Luas
untuk
informas
i kepada
publik
dari
berbagai
kalangan

Diarahkan
kepada
segmen
pasar yang
disasar

Kepentingan
dan
kebutuhan
warga di
wilayah
tersebut

Sumb
er

Infor
masi

Pejabat
formal
menurut
pemerint
ah

Berasal
dari
informasi
resmi,
pejabat
formal
pemerintah
/punya
nama
besar,
tokoh
selebritis

Tidak harus
pejabat, bisa
orang biasa,
tokoh
informal,
petani, orang
miskin
dsbnya.

Kera
gama

n
Tema

Cenderu
ng
mengikut
i
keingina
n dan
norma

Cenderung
mengikuti
keinginan
dan selera
pasar

Bergantung
kepada
tema-tema
yang
dibutuhkan
warga
setempat.

Gaya
Bahas
a/Dial

ek

Menggu
nakan
bahasa-
bahasa
formal
dan kaku

Cenderung
mengikuti
gaya bicara
orang kota
(Jakarta)

Lebih
mengikuti
dialek lokal
dan
kebiasaan
berbicara
setempat.

Kontr
ol

Selain
pihak
yang
berwena
ng saat
ini masih
dikontrol
oleh
pemerint
ah
karena
membiay
ainya

Selain
pihak yang
berwenang,
pemilik
dan juga
pengiklan
mengontrol
isi siaran

Selain pihak
berwenang
adalah warga
masyarakat
langsung dan
juga Dewan
Penyiaran
Komunitasn
ya.

Sumb
er

Pend
anaan

Subsidi
pemerint
ah, iklan
(terbatas)
,
sumbang
an

Pasar iklan
dan produk
media

Swadaya
masyarakat
komunitas

Tabel 1 : Perbandingan Kategori

Kepemilikan Media

Konglomerasi Media Massa

McQuail (2011;182-183)

menyebutkan empat isu utama dalam

hubungan media massa dan masyarakat

berkaitan dengan struktur, yakni kebebasan

publikasi, jangkauan yang luas,

keberagaman saluran, dan pluralitas

kepemilikan. Yang disebutkan terakhir

inilah yang menjadi pembahasan dalam sub

bab ini. Isu pluralitas kepemilikan menjadi

penting untuk dibahas karena norma yang

ada melarang konsentrasi kepemilikan dan

monopoli kontrol, baik oleh pemerintah

maupun industri media swasta. Prinsipnya

adalah bahwa sistem media tidak boleh

didominasi oleh sekelompok kepentingan

yang mengontrol. Namun pada akhirnya

demi kepentingan bisnis dan politis terjadi

praktik konglomerasi media yang dikuasai

oleh para oligark media.

Konglomersi media mengacu pada

pengertian bahwa terjadi penggabungan-

penggabungan perusahan media menjadi

perusahaan yang lebih besar dan

menguntungkan secara ekonomi. Selain itu

juga muncul konvergensi dan konsentrasi

kepemilikan oleh kaum elit. Kasus semacam

ini dapat kita jumpai dalam realitas

perkembangan media di Indonesia. Ross

Tapsell (2019) dalam penelitiannya selama
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tujuh tahun menggambarkan hal tersebut

dalam tabel di bawah ini :

PER
USA
HAA

N

AN
AK
PE
RU
SA
HA
AN

PE
MI
LI
K

MED
IA

TEL
EVIS

I

ME
DI
A

CE
TA
K

MED
IA

DAR
ING

MED
IA

RAD
IO

CT
Corp

Tra
ns

Cor
p

Cha
irul
Tan
jun
g

Trans
TV
Trans
7
CNN

- Detik
CNN

-

Glob
al

Medi
a

Com

MN
C

Har
y
Tan
oe
Soe
dibj
o

MNC
Globa
l
RCTI

Kor
an
Sin
do

Okez
one
Sindo
news

Trijay
a FM
ARH
Globa
l
Radio
Dang
dut

EMT
EK

SC
MA
Gro
up

Edd
y
Sari
At
mad
ja

SCT
V
Indos
iar

- Liput
an6

El
Shint
a

Lipp
o

Beri
ta

Sat
u

Jam
es
Ria
dy

Berita
Satu

Sua
ra
Pe
mba
rua
n

Berita
Satu

-

Kom
pas
Gra
medi

a

Ko
mpa

s
Gro
up

Jac
ob
Oet
ama

Kom
pas
TV

Ko
mpa
s

Kom
pas
Tribu
nnew
s

Sonor
a
Otom
otion

Bakri
e

Grou
p

Visi
Me
dia
Asi
a

Abu
Riz
al
Bak
rie

TV
One
ANT
V

- Viva -

Jawa
Pos

Grou
p

Jaw
a

Pos
Gro
up

Dah
lan
Iska
n

Jawa
Pos
TV

Jaw
a
Pos

Jpnn.
co

Fajar
FM

Medi
a

Grou
p

Me
dia
Tel
evis

i
Ind
one
sia

Sur
ya
Pal
oh

Metro
TV

Me
dia
Ind
one
sia

Metro
tvnew
s

-

Tabel 2 : Konglomerasi media massa di

Indonesia

Tabel di atas menunjukkan

terjadinya kepemilikan media massa yang

terpusat yakni konglomerasi dan konsentrasi

penguasaan pada segelintir pihak. Hal ini

menyebabkan terjadinya homogenisasi

konten, yang tentu bertentangan dengan

prinsip keberagaman kontent dalam

komunikasi massa. Kita bisa menyaksikan

media-media massa tersebut seringkali

menyiarkan suatu program yang sama atau

mirip. Ketika salah satu media massa sukses

dengan suatu program maka media lain turut

menyusul dengan acara yang sama atau

mirip, tujuannya adalah persaingan

perebutan pasar khalayak.

Posisi media massa yang strategis

sebagai arena pembentukan makna,

menjadikannya memiliki kuasa. Media

massa sebagai pemegang kendali atas

komunikasi massa, memiliki kemampuan

untuk membentuk makna-makna,

membangun kesadaran terhadap isu-isu

khusus, menentukan realitas baik-buruk,

nilai-nilai, dengan menafsirkan keyakinan
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tertentu. Posisi kuasa media yang begitu

strategis dalam komunikasi massa, di satu

sisi menjadi penjaga kepentingan publik dan

menyuarakan kepentingan publik, namun di

sisi lain dengan munculnya konglomerasi

dan konsentrasi kepemilikan media dapat

membahayakan profesionalisme media

massa. Kepemilikan beberapa media yang

terkonsentrasi pada satu elite tertentu, dan

membentuk oligarki media dapat dijadikan

alat politik oleh para elit politik untuk

mencapai ambisinya.

Oligarki-oligarki media yang

terkooptasi oleh elit politik dapat

mengancam tugas luhur media sebagai

pengemban kepentingan publik. Perihal

kuasa media, Ross Tapsell (2019) dalam

penelitiaannya terhadap media massa di

Indonesia menyimpulkan bahwa

menguatnya konglomerasi, kekuasaan para

pemilik media, serta cara pengelolaan

perusahaan yang semakin menyerupai

dinasti telah memperparah pemberitaan yang

semakin partisan. Kondisi ini memiliki

dampak signifikan terhadap lanskap media

yang seharusnya beragam, tidak memihak,

dan informatif di salah satu negara

demokrasi tersebasar di dunia (Tapsell,

2019:179). Hal ini salah satunya terlihat

dalam rangkaian dukungan terhadap calon

presiden, Abu Rizal Bakrie pemilik Bakrie

Group mendukung Probowo, dan Surya

Paloh pemilik Media Group mendukung

Joko Widodo. Yang tentunya diikuti oleh

dukungan alat-alat media yang mereka

miliki. Terlebih lagi kedua pemilik media

tersebut tidak hanya pemilik media tetapi

juga politikus yang terlibat secara langsung

dalam politik praktis. Serta merapatnya

media-media lain ke dalam gerbong

dukungan politik kedua belah pihak. Dari

realitas ini terungkap bahwa esensi media

yang paling prinsipil tercerambik di antara

kepentingan ekonomi maupun politik dari

elit media dan politik. Media massa menjadi

alat hegemoni kekuasaan.

Hegemoni Media Massa

Hegemoni dalam bahasa Yunani

memiliki makna penguasaan satu bangsa

terhadap bangsa lainnya. Namun pengertian

itu berbeda dengan konsep hegemoni yang

dikemukakan oleh Antonio Gramsci.

Menurutnya, hegemoni bukanlah hubungan

dominasi dengan menggunakan kekuasaan,

melainkan hubungan persetujuan dengan

menggunakan kepemimpinan politik dan

ideologis. Di mana hegemoni adalah sebuah

organisasi konsensus dengan adanya

ketertundukan yang dilakukan melalui

penguasaan ideologi dari kelas yang

menghegemoni (Suyanto, 40:2010). Kelas

berkuasa menjalankan otoritas sosial dan



Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi) Vol. 4. No. 2. Oktober 2019
e-ISSN:2502-8294 Hal: 49-61

58Kuasa Media Dalam Komunikasi Massa

kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat

melalui kombinasi antara kekuatan dengan

persetujuan (Barker, 2011:62). Melalui

hegemoni kekuasaan dijalankan secara

persuasif, yang mana pihak yang dikuasai

dengan sukarela menerima kepemimpinan

pihak penguasa.

Hegemoni dalam praktiknya juga

dijalankan melalui media massa dengan

penyebaran wacana dan ideologi yang

dianggap benar oleh penguasa. Hal inilah

yang menunjukkan kekuatan penting media

dalam kekuasaan, yang mana barang siapa

menguasai akses-akses media massa,

niscaya ia akan menguasai arena kekuasaan,

baik politik maupun kultural. Kuasa media

melalui praktik hegemoni, dikendalikan oleh

pihak yang disebut Gramsci sebagai

“intelektual organik”, yakni mereka para

intelektual dan moralis yang memegang

kendali atas arah wacana yang berkembang

di masyarakat. Seperti para oligarki media

dalam praktik konglomerasi media yang

terlibat dalam arus pusaran politik. Media

massa yang sudah terkooptasi oleh

kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi

berusaha menyebarkan wacana yang

melanggengkan kekuasaan yang

menguntungkan mereka. Di sinilah terjadi

praktik monopoli media massa.

Monopoli media massa pada era

Orde Baru merupakan bentuk bagaimana

ideologi menurut perspektif kelas dominan

yakni rezim Soeharto yang menjadikan

media massa sebagai alat legitimasi dan

kontrol atas wacana yang disebarkan untuk

kepentingan kelas dominan. Wacana

“pembagunan” menjadi kata kunci di mana

rezim Orde Baru merepresentasikan

ideologinya. Di era reformasi juga dapat kita

lihat media massa digunakan oleh elit-elit

media dan politik saling perang wacana

melalui media massa yang mereka kuasai

untuk kepentingan politik mereka.

Hegemoni kultural juga dipraktikkan

melalui media massa, berbagai budaya pop

yang disebarkan menawarkan ideologi-

ideologi kapitalis. Hegemoni budaya luar

versus budaya lokal.

Gramsci melihat media massa

sebagai ruang di mana berbagai ideologi

direpresentasikan. Ini berarti di satu sisi

media bisa menjadi sarana penyebaran

ideologi penguasa, alat legitimasi dan

kontrol atas wacana publik. Namun di sisi

lain, media juga bisa menjadi alat resistensi

terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat

untuk membangun kultur dan ideologi

dominan bagi kepentingan kelas dominan,

sekaligus juga bisa menjadi instrumen

perjuangan bagi kaum tertindas untuk
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membangun kultur dan ideologi tandingan

(Sobur, 2009:30). Seperti kata Gramsci

bahwa media massa juga memunculkan

hegemoni perlawanan kaum subordinat

dengan membangun ideologi dan kultur

tandingan. Munculnya internet membuka

gerbang luas bagi tumbuhnya hegemoni-

hegemoni tandingan. Gerakan-gerakan

sosial yang menggunakan media sosial

menjadi contoh bagaimana hegemoni

tandingan dapat berkembang sebagai

ideologi alternatif.

Agenda-Setting Media Massa

Media massa memiliki peran sebagai

gatekeeper yang memilah dan memilih

informasi apa yang harus diketahui oleh

publik. Mereka mengatur informasi

mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu

yang sebagian besar diatur oleh proses

penyaringan dan pemilihan berita. Dalam

proses komunikasi massa ini telah terjadi

agenda setting. Terjadi dua tingakatan dalam

proses ini. Pada tingkatan pertama media

massa berusaha untuk membangun isu

umum yang dirasa penting, dan pada

tingkatan kedua media massa menentukan

bagian-bagian atau aspek-aspek dari isu

umum yang dinilai penting. Tingkatan kedua

sama pentingnya dengan tingkatan pertama.

Tingkatan kedua penting karena

memberitahu kita mengenai bagaimana

media massa membingkai isu (framing)

terhadap isu, yang akan menjadi agenda

media dan juga agenda publik.

Teori agenda setting menyatakan

bahwa aktor-aktor media massa, seperti

editor, dan para pengelola media penyiaran

memainkan peranan penting dalam

membentuk realitas sosial dalam masyarakat

karena pekerjaan mereka untuk memilih dan

membuat berita. Dampak dari media massa

pada akhirnya mampu mempengaruhi

perubahan kognitif individu, dan

membentuk pikiran mereka. Inilah letak

paling penting komunikasi massa, yaitu

kemampuannya secara mental untuk menata

dan mengorganisasi dunia kita untuk kita.

(Morissan, 2013). Posisi sebagai gatekeeper

menjadikanya memiliki kuasa dengan

menentukan agenda-setting untuk

menentukan arah wacana yang berkembang

di masyarakat. Hegemoni media akhirnya

dipraktikkan dengan baik oleh media

melalui agenda-setting ini.

Khalayak akan menganggap suatu

isu itu penting, karena media menganggap

isu itu penting juga. Teori ini memfokuskan

diri pada kesadaran dan pengetahuan

(Rohim, 2016 : 193). Hal ini sejalan dengan

praktik hegemoni yang menekankan pada

persuasi dalam melanggengkan kekuasaan.

Media dalam hal ini mematuhi kode etik
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jurnalistik dengan tidak menampilkan berita

bohong. Namun media mencoba

membelokkan fakta ke arah kepentingan-

kepentingan tertentu, dengan tujuan

mempersuasi dan membentuk persepsi

masyarakat. Ketika persuasi sudah diterima,

persepsi masyarakat sudah terbentuk seperti

yang diharapkan maka hegemoni terjadi.

Masyarakat menerima dan membenarkan

wacana yang disampaikan media, yang

artinya terjadi persetujuan secara sukarela.

Satu kasus bagaimana kuasa media

mampu membentuk wacana dalam

masyarakat dan mengantarkan seseorang ke

tampuk kekuasaan, yakni Joko Widodo.

Tampilnya Joko Widodo ke panggung

politik nasional merupakan contoh

bagaimana media mempunyai kemampuan

untuk mentransfer isu untuk mempengaruhi

agenda publik. Karier politik Jokowi dulu

hanya sebagai politikus lokal, sebagai

pemimpin di kota kecil Surakarta.

Kemunculan pertamanya di media nasional

adalah ketika ia mempromosikan mobil

rakitan karya siswa SMK di Surakarta.

Mobil itu bernama ESEMKA yang dijadikan

mobil dinasnya. Sejak itu hampir setiap hari

media massa baik nasional maupun lokal

memberitakan Jokowi. Aktivitas blusukan

yang dilakukannya hampir selalu disiarkan

media massa, terutama Metro TV. Karena

tingginya intensitas media memberitakan

Jokowi, yang kemudian membuatnya

populer dan membawanya melenggang ke

pemilihan gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi

media hampir setiap hari memberitakan

Jokowi yang kemudian terpilih sebagai

gubernur DKI Jakarta. Tidak cukup sampai

di situ, media terus melanjutkan

pemberitaan-pemberitaan tentang kebijakan-

kebijakan gubernur terpilih Jokowi. Yang

kemudian membawanya melenggang ke

pemilihan presiden 2014, dan ia terpilih

sebagai presiden Republik Indonesia ke

tujuh.

C. Penutup

Media massa memiliki kemampuan

untuk menjadi alat kekuasan yang efektif.

Karena sebarannya yang luas, media mampu

menyampaikan pesan-pesan yang bertujuan

untuk mempengaruhi massa. Persebaran

wacana dan ideologi mampu

diinternalisasikan kepada masyarakat secara

efektif. Media massa yang seharusnya tidak

boleh didominasi oleh sekelompok

kepentingan yang mengontrol. Namun pada

akhirnya demi kepentingan bisnis dan politis

terjadi praktik konglomerasi media yang

dikuasai oleh para oligarki media.

Kepemilikan beberapa media yang

terkonsentrasi pada satu elite tertentu, dan
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membentuk oligarki media dapat dijadikan

alat politik oleh para elit politik untuk

mencapai ambisinya. Elit-elit media dan

politik saling perang wacana melalui media

massa yang mereka kuasai untuk

kepentingan politik mereka. Hegemoni

kultural juga dipraktikkan melalui media

massa, berbagai budaya pop yang

disebarkan menawarkan ideologi-ideologi

kapitalis. Melalui media massa, elit

mempraktikkan hegemoni dengan

penyebaran wacana dan ideologi yang

dianggap benar oleh penguasa. Ini berarti di

satu sisi media bisa menjadi sarana

penyebaran ideologi penguasa, alat

legitimasi dan kontrol atas wacana publik.

Oligarki-oligarki media yang terkooptasi

oleh elit politik dapat mengancam tugas

luhur media sebagai pengemban

kepentingan publik.
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